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BAB V

PENUTUP

Pada bab ini penulis melakukan penarikan kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan. Keterbatasan penelitian dan pemberian saran di dalam penelitian 

ini dilakukan agar berguna untuk penelitian terkait selanjutnya.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Analisis Pengelolaan 

Keuangan Desa Oeltuah, Kecamatan Taebenu dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut :

1. Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 

Oeltuah Kecamatan Taebenu telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang 

telah diatur dalam perundang-undangan. Tahap perencanaan desa 

Oeltuah mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) tiap RW, 

Musrembangdes, penyusunan RPJMDes dan APBdes secara garis besar 

telah disusun sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. 

Masyarakat desa Oeltuah terlibat langsung dalam setiap proses 

musyawarah perencanaan desa dan aktif dalam memberikan usulan 

tentang program-program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan 

masyarakat desa. Sehingga perencanaan desa Oeltuah dalam pengelolaan 

keuangan desa sudah dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi 

partisipasi masyarakat.

2. Dalam tahap pelaksanaan, Pemerintah desa Oeltuah telah melaksanakan 

sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan telah menerapkan 

prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi 

berupa akses yang diberikan untuk masyarakat dengan  adanya infomasi 

yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh Dana 

Desa. Untuk prinsip akuntabilitas adalah terlaksana sepenuhnya karena 

pertannggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan 

lengkap. Masyarakat juga diberi kemudahan mendapatkan informasi 
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penggunaan dana dengan adanya papan informasi proyek dan baliho 

APBDes.

3. Dalam tahap pertanggungjawaban pengeolaan keuangan desa yang 

dilakukan oleh Pemerintah Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu telah 

mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal 

ini terlihat dari proses pertanggungjawaban yang mengalami 

keterlambatan sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja 

Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah 

yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Tetapi dalam penggunaan 

dana desa telah dicetak di banner untuk dipublikasikan kepada 

masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara 

rinci terkait penggunaan Dana Desa.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah 

diuraikan sebelumnya, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu :

1. Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa yang bersangkutan kurang 

efektif sehingga peneliti memiliki kesulitan mengatur waktu wawancara 

dengan informan.

2. Kurangnya informan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu 

masyarakat desa.

5.3. Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan, saran yang diajukan oleh 

peneliti yaitu :

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada 

para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses 

wawancara.
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2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan informan yaitu 

masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat 

menilai proses Pengelolaan Keuangan Desa Oeltuah.
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LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Hasil Wawancara



 

 

 

 

Hasil Wawancara Kepala Desa Oeltuah

Informan : Danial. N. H. Mananel

Jabatan    : Kepala Desa

Waktu     : 24 Agustus 2020

Tahap Perencanaan

1. Peneliti : Bagaimana pemerintah desa mewjudkan prinsip transparansi dan 

partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?

Informan : jadi ini dalam perencanaanya, tidak dilakukan sepihak, selalu 

ada unsur keterbukaan dan itu semua kita memberikan ruang seluas-

luasnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan masyarakat 

sendiri yang mengerjakan, dan kami tidak menggunakan pihak ketiga.

2. Peneliti : Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?

Informan : Jadi semua masukan dari masyarakat terkhususnya dari 

tingkat bawah akan diakomodir, setelah itu kita akan melihat dari skala 

kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat kalau dilihat dari tingkat 

dusun, semuanya berjalan dengan baik dan masyarakat juga ikut serta 

dalam perencanaan tersebut. jadi ini dalam perencanaanya, tidak dilakukan 

sepihak, selalu ada unsur keterbukaan dan itu semua kita memberikan 

ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan 

masyarakat sendiri yang mengerjakan, dan kami tidak menggunakan pihak 

ketiga.

3. Peneliti : Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana 

desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ?

Informan : Perencanaannya dari tingkat dusun, dimana setiap dusun 

merangkul semua aspirasi masyarakat, setelah itu akan dibawa ke desa, di 



 

 

 

 

desa telah dibentuk tim 11 yang nanti akan turun ke setiap wilayah 5 

dusun. Tim ini akan merangkum semua rencana-rencana aspirasi dari 

masyarakat. Setelah dirangkum akan dibawa ke musyawarah desa, disana 

telah ada skala prioritas yang harus dilakukan di dalam bidang 

pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pendidikan dan kesehatan. 

Setelah semua dirangkum maka terjadilah RPJMDES, dari sini dibuat lagi 

perencanaan rencana kerja desa per tahun dimana setiap tahun ada 

musawarah desa dan ada juga musyawarah penetapan kerja. Jadi kita 

musyawarah untuk tahun ini berarti untuk rencana kerja tahun depan. 

Setelah dibuat dalam satu rencana, nanti mana yang bisa didanai oleh dana 

desa itu yang ditetapkan di dalam rencana kerja desa

4. Peneliti : Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka 

perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?

Informan : Ditingkat dusun yang hadir dalam musyawarah adalah 

keseluruhan masyarakat yang ada di wilayah dusun karena mereka yang 

lebih tahu apa yang dibutuhkan, jadi  itu nanti diinput semua oleh tim 

kemudian nanti dibawa ke desa, setelah sampai didesa akan diundang 

perwakilan

5. Peneliti : Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari 

peseta musyawarah dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana 

desa ?

Informan : Jadi semua masukan dari masyarakat terkhususnya dari 

tingkat bawah akan diakomodir, setelah itu kita akan melihat dari skala 

kebutuhan masyarakat.

6. Peneliti : Kesulitan apa yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana 

desa ?

Informan : Dalam proses pelaksanaan fisik jalan, disini kita 

kekurangannya SDM, kita tidak mempunyai orang teknik, dan itu yang 



 

 

 

 

menjadi persoalan bagi kami. Tetapi di sini kami menggunakan fasilitator 

teknik pendamping desa yang mendampingi dalam proses perencanaan 

seperti membantu TPK mengukur lokasi yang akan dikerjakan dan 

dihitung. Setelah dihitung kita buat ke pertemuan , dilihat kelebihan dan 

kekurangannya dimana kemudian divalidasi dulu, setelah disetujui maka 

kita membuat RAB dan disosialisasikan ke masyarakat terkait dengan 

pekerjaan fisik yang akan berlokasi disitu. Jika ada usulan atau saran dari 

masyarakat maka nanti akan dibuat perubahan dan itu langsung 

dikerjakan. Semuanya dilakukan langsung oleh TPK bersama masyarakat.

Tahap Pelaksanaan

1. Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan dalam pengelolaan alokasi dana 

desa ?

Informan : misalnya dalam proses pelaksanaan fisik jalan, disini kita 

kekurangannya SDM, kita tidak mempunyai orang teknik, dan itu yang 

menjadi persoalan bagi kami tetapi di sini kami menggunakan fasilitator 

teknik pendamping desa yang mendampingi dalam proses perencanaan 

seperti membantu TPK mengukur lokasi yang akan dikerjakan dan 

dihitung. Setelah dihitung kita buat ke pertemuan , dilihat kelebihan dan 

kekurangannya dimana kemudian divalidasi dulu, setelah disetujui maka 

kita membuat RAB dan diosialisasikan ke masyarakat terkait dengan 

pekerjaan fisik yang akan berlokasi disitu. Jika ada usulan atau saran dari 

masyarakat maka nanti akan dibuat perubahan dan itu langsung 

dikerjakan. Semuanya dilakukan langsung oleh TPK bersama masyarakat.

2. Peneliti : Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi

dalam pelaksanaan alokasi dana desa ?

Informan : anggaran telah kita informasikan, pekerjaannya ada dilokasi 

mana semua sudah ada diinformasikan, dan untuk tahun ini karena covid, 



 

 

 

 

kami hanya melakukan satu pekerjaan fisik tetapi sampai dengan saat ini 

belum dilakukan karena itu ada pemotongan anggaran lagi, jadi pekerjaan 

itu dipending dan nanti akan dibawa dalam revisi perubahan anggaran.

3. Peneliti : Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam melakukan 

proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan alokasi dana 

desa ?

Informan : Kesulitan dalam pelaksanaan ketika sudah direncanakan, 

tetapi kadang-kadang gagal karena masalah lokasi dan itu harus dialihkan. 

Seperti misalnya sudah minta jalan tetapi lokasi tidak mau kasih, sehingga 

harus mencari lokasi baru, sehingga itu harus dibuat perencanaan lagi. 

Tetapi disini baru satu kali terjadi dan itu bisa diselesaikan

Tahap Pertanggungjawaban

1. Peneliti : Bagaimana proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi 

dana desa ?

pembelanjaan berarti kita butuh kwitansi, kemudian bendahara yang akan 

siapkan. Informan : Berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan, 

bendahara desa akan mempersiapkan segala administrasinya dengan 

pembuktian-pembuktiannya dan setelah itu akan dibuatkan dalam 

musyawarah desa laporan pertanggungjawaban yang itu nanti akan 

dibahas oleh BPD sehingga jelas jika ada persoalan-persoalan yang 

terkendala dan uangnya dikemanakan. Tidak serta merta kita langsung 

buat ini dan dikirim kesana. Semuanya harus dilakukan pembahasan lewat 

rapat yang telah disetujui.

2. Peneliti : Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa 

dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa ?

Informan : itu dimulai dari laporan pertanggungjawaban semester satu 

dan semester akhir, kemudian nanti di akhir tahun akan disusun laporan 



 

 

 

 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Des beserta lampiran 

yang diwajibkan. Semuanya itu dilakukan sesuai dengan mekanisme 

pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

3. Peneliti : Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat 

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

Informan : SDM kita sangat minim sekali, dan ini harus dengan aplikasi, 

dimana setiap tahunnya secara teknis aplikasinya berubah dan untuk 

tahun-tahun awal itu sulit, tetapi untuk tahun ini jauh lebih baik. Selain itu 

yang menjadi kendala bagi kami dalam proses pencairannya kadang 

terlambat, sekarang prosesnya membingungkan kami, ini sekarang dana 

desa sudah masuh rekening sedangkan ADD nya belum masuk,  sehingga 

memulai pekerjaannya sangat sulit. ADD sampai saat ini belum masuk, 

yang tahap I sudah sedangkan tahap II belum, sedangkan dana desa sudah 

masuk direkening, yang lebih sulit lagi nanti diakhir tahun, seperti 

misalnya dua tahun terakhir dana cair ditanggal 28 desember , dan dalam 

jangka waktu 3 hari untuk melakukan  laporan pertanggungjawaban untuk 

satu tahun sangat sulit.

4. Peneliti :Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural 

yang telah ditentukan ?

Informan : kami di sini berusaha untuk melakukan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.

5. Peneliti : Apakah hasil pelaksanaan program alokasi dana desa telah 

sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya ?

Informan : hasil dari proses pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan 

rencana yang ada. Semuanya diperoleh langsung dari  hasil musrembang

yang dilakukan bersama , karena jika rencana-rencana yang ada tidak 

dilaksanakan maka akan ada keluhan dari mas



 

 

 

 

Hasil Wawancara Sekretaris Desa Oeltuah

Informan : Yusak. Y. Atolo

Jabatan    : Sekretaris Desa

Waktu     : 27 Agustus 2020

Tahap Perencanaan

1. Peneliti : Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi 

dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?

Informan : Awalnya kita menggali dulu ide dari masyarakat mengenai 

kebutuhan-kebutuhannya melalui musdus, yang difasilitasi langsung oleh 

tim 11, yang mana tim 11 merupakan tim penyusun RPJMDes. Setelah 

melakukan musdus, baru dibawa ke tingkat desa (musdes), dari usulan-

usulan dusun akan direkap lagi di tingkat desa yaitu musdes. Setelah 

melakukan musdes di tingkat desa, di dalam musdes dipilih 5 orang yang 

merupakan perwakilan dari 5 dusun untuk mengikuti musrembangcam di 

tingkat kecamatan agar tetap mempertahankan usulan-usulan dari desa. 

Setelah direkap lalu akan diprioritaskan mana yang menjadi kebutuhan 

yang mendesak bagi masyarakat

2. Peneliti : Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?

Informan : Masyarakat juga turut hadir dalam proses perencanaan karena 

untuk memperjuangkan usulan-usulan yang ada diantaranya perwakilan 5 

orang yang terdiri dari 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki.

3. Peneliti : Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana 

desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ?



 

 

 

 

Informan :. proses perencanaanya itu, setelah kita melakukan itu semua, 

baru diprioritaskan rencana kegiatan pembangunan desa setiap tahun 

seperti apa dari 5 bidang diantaranya bidang kesehatan, pendidikan, 

ekonomi, sarana prasarana dan pemerintahan umum. Dari situ baru kita 

bertolak untuk melakukan program yang masuk di desa melalui RKPDes.

4. Peneliti : Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka 

perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?

Informan : yang hadir dalam musyawarah dusun adalah semua komponen 

yang ada diwilyah dusun, baik  itu bapak dusun, RT RW, tokoh 

masyarakat, dan tokoh perempuan., dimana setelah dibawa ke tingkat desa 

maka akan masuk dalam prioritas.

5. Peneliti : Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari 

peseta musyawarah dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana 

desa ?

Informan : Dalam musyawarah desa ada notulen dimana mereka yang 

mengangkat setiap usulan-usulan pada saat musdes, yang tidak keluar dari 

musdus yang ada. Karena setelah musdus maka akan dikirim ke tingkat 

desa dan akan direkap di dalam rekapan untuk melakukan musdes. 

Sehingga di dalam musdes kita hanya memberikan peringkat-peringkat 

yang ada sesuai dengan kebutuhan yang sangat mendadak dalam 

masyarakat. Melalui notulen rapat musrembangdes, semua usulan akan 

diterima, kemudian akan dipilah dengan memberikan peringkat-peringkat 

yang ada sesuai dengan kebutuhan yang sangat mendesak dalam 

masyarakat.

6. Peneliti : Kesulitan apa yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana 

desa ?

Informan: Kurangnya tenaga teknis, dimana kami tidak memiliki keahlian 

dalam prosesnya sehingga kami masih meminta bantuan dari pendamping 



 

 

 

 

kecamatan mauun desa untuk membantu kami dalam menghitung 

perhitungan program yang kami angkat seperti ada jalan, sumur bor, dan 

lain sebagainya.

Dalam proses pelaksanaannya kita sudah punya pengalaman sedikit 

sehingga tidak ada kendala-kendala yang dihadapi.

Tahap Pelaksanaan

1. Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam 

pengelolaan alokasi dana desa ?

Informan : Dalam proses pelaksanaannya kita sudah punya pengalaman 

sedikit sehingga tidak ada kendala-kendala yang dihadapi. Dana desa yang 

dikucurkan jumlahnya sangat banyak, sehingga kami harus jaga dan 

bekerja dengan baik sehingga tidak ada hal-hal yang dicurigai. Jadi disini 

sistimnya terbuka, ada program dimana berarti ada baliho disitu, dimana 

yang induk dipaparkan di kantor desa, sedangkan yang sub-subnya tetap di 

proyek masing-masing.

2. Peneliti : Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi 

dalam pelaksanaan alokasi dana desa ?

Informan : Semua kegiatan dan anggraran kami paparkan lewat baliho-

baliho yang ada, tetapi sebelum kami turun untuk melaksanakan kegiatan 

itu, akan dilakukan sosialisasi dari tingkat desa dan TPK kepada 

masyarakat, setelah itu baru pekerjaannya akan dilakukan karena harus 

disampaikan aturan-aturan yang ada di dalam RAB. Masyarakat disini 

mereka harus lihat baru percaya, jadi kalau tidak sampaikan hal-hal 

menyangkut kepentingan mereka, maka pekerjaannya tidak berjalan 

dengan baik. Tetapi setelah dilakukan sosialisasi, masyarakat langsung 

tanggapi dan kerja sebelum sampai waktu sudah selesai.



 

 

 

 

3. Peneliti : Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam melakukan 

proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan alokasi dana 

desa ?

Informan : Kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan adalah dari 

masalah ukuran seperti misalnya jalan 4m tetapi dalam pelaksanaannya 

lebih dari 4m.sehingga dari permasalahan-permasalahan itu kami 

menegaskan kepada TPK, kita harus sesuaikan dengan RAB yang ada, dan 

disampaikan kepada masyarakat yang melaksanakan pekerjaan itu. Selain 

itu dalam pelaksanaan pembuatan sumur bor, ada beberapa titik bak yang 

dipermasalahkan saat pemeriksaan, hal ini  dikarenakan faktor SDM yang 

kurang.

Tahap Pertanggungjawaban

1. Peneliti : Bagaimana proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi 

dana desa ?

Informan : Dalam proses pertanggungjawaban, setelah kita melaksanakan 

kegiatan di lapangan harus disertai dengan bukti seperti kwitansi, sehingga 

di dalam rangkuman untuk membuat surat pertanggungjawaban itu 

gampang.

2. Peneliti : Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa 

dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa ?

Informan : jenis pelaporan yang kami buat sesuai dengan mekanisme

yang ada, jadi apabila presentase yang kami terima seperti tahap I 40%, 

jika tahap I 40% kita melakukan realisasi sampai 35% maka sudah bisa 

diajukan permintaan untuk tahap ke II.

3. Peneliti : Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat 

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?



 

 

 

 

Informan : ada  beberapa pos pembangunan yang tidak jalan karena 

diperhadapkan dengan pandemic covid-19, sehingga dananya dialihkan ke 

BLT

4. Peneliti : Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural 

yang telah ditentukan ?

Informan : Iya, dan di setiap akhir tahun nanti akan dibuatkan LPJ kepada 

masyarakat melalui rapat BPD

5. Peneliti : Apakah hasil pelaksanaan program alokasi dana desa telah 

sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya ?

Informan : Iya, realisasinya telah sesuai dengan apa yang telah

direncanakan sebelumnya



 

 

 

 

Hasil Wawancara Bendahara Desa Oeltuah

Informan : Yosefina

Jabatan    : Bendahara Desa

Waktu     : 03 September 2020

Tahap Perencanaan

1. Peneliti : Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi 

dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?

Informan : Dalam Musrenbangdes, pemerintah desa dan masyarakat 

telah membahas bersama tanpa ada hal yang ditutup-tutupi, dan kami 

berusaha untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan terkait 

ADD dengan mengumpulkan RT, RW, tokoh masyarakat, PKK, dan 

Karang Taruna untuk memberikan masukan tentang pembangunan dan 

bidang lainnya.

2. Peneliti : Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?

Informan : beberapa tokoh masyarakat akan diundang untuk ikut 

berpartisipasi dalam musyawarah dusun maupun Musrenbangdes. 

Masyarakat akan memberikan masukkan terkait dengan program apa yang 

dibutuhkan dan seluruh masukan yang diberikkan akan  ditampung.

3. Peneliti : Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana 

desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ?

Informan : Prosesnya dari musdus, lalu musrembangdes, kemudian 

masuk ke RKPDes, dan dari  RKPDes akan diprioritaskan mana kegiatan 

yang  paling mendesak kemudian akan dimasukkan di dalam APBDes.



 

 

 

 

4. Peneliti : Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka 

perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?

Informan : Semua elemen di desa, diantaranya BPD, kepala dusun, RT 

RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, PKK.

5. Peneliti : Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari 

peseta musyawarah dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana 

desa ?

Informan : Setiap usulan dari masyarakat akan dimasukkan, kemudian 

direkap. Kegiatan mana yang mendesak dan ada persetujuan dari forum, 

maka akan langsung diverifikasi.

6. Peneliti: Kesulitan apa yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana 

desa ?

Informan :Tidak ada, kecuali di RPJMDes tidak ada kegiatan, kita akan 

masukkan kegiatan baru dan itu harus revisi.

Tahap Pelaksanaan

1. Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam 

pengelolaan alokasi dana desa ?

Informan : pada saat pelaksanaan program pembangunan, seperti misalya 

pengkerasan jalan di dusun-dusun, akan dibuat papan informasi yang berisi 

rincian dana, waktu pengerjaannya, sehingga masyarakat mengetahui 

secara pasti dan kami juga akan menyampaikan laporan dalam 

musyawarah desa.

2. Peneliti : Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi 

dalam pelaksanaan alokasi dana desa ? 

Informan : Akan dilakukan rapat di kantor desa, selanjutnya ada 

sosialisasi dari TPK di wilayah dusun. Secara fisik telah dipasang baliho-



 

 

 

 

baliho, sehingga masyarakat mengetahui sumber dana darimana, besaran 

dananya, tahun anggaran dan pelaksananya.

3. Peneliti : Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam melakukan 

proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan alokasi dana 

desa ?

Informan : Kesulitannya yaitu kadang dana terlambat dari kabupaten, 

seperti misalnya tahap 3 kadang kita cek di tanggal 28 desember, sehingga 

akan dijadikan SILPA. Kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat 

biasanya kita SILPAkan dananya. Usul lagi ditahun anggaran baru

Tahap Pertanggungjawaban

1. Peneliti : Bagaimana proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi 

dana desa ?

Informan : Setelah dana diambil, maka akan disiapkan data, lalu kita 

bayar dsesuai dengan APBDes, dimana khusus untuk insentif ada 

potongan pph, sedangkan untuk kegiatan fisik khususnya pihak penyedia 

barang dan jasa ketika selesai 100% baru akan dibayar

2. Peneliti : Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa 

dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa ?

Informan : Jenis pelaporannya itu ada laporan tiap semester dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Des yang nanti akan 

disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

3. Peneliti : Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat 

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

Informan : Tidak ada



 

 

 

 

4. Peneliti : Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural 

yang telah ditentukan ?

Informan : Iya, tentu saja.

5. Peneliti : Apakah hasil pelaksanaan program alokasi dana desa telah 

sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya ?

Informan : Ya, sesuai dengan yang telah direncanakan



 

 

 

 

Hasil Wawancara Kepala Dusun IV Desa Oeltuah

Informan : Yesaya. M. Tunbonat

Jabatan    : Kepala Dusun IV

Waktu     : 19 November 2020

1. Peneliti : Apakah pemerintah desa memberikan kesempatan warga desa 

untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ? 

kalau ada seperti apa ?

Informan : Awalnya dalam pengelolaan alokasi dana desa, kepala desa 

membuat undangan untuk masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dengan 

tujuan  rapat bersama, kemudian akan diputuskan bersama kegiatan yang 

akan dilakukan seperti apa. Contohnya seperti disini, pengelolaan dana 

desa seperti pengkerasan jalan, air bersih (sumur bor), pengaspalan jalan, 

yang merupakan permintaan dari masyarakat, dan ini semua sudah 

terlaksanakan

2. Peneliti : Bagaimana pemerintah desa meujudkan transparansi 

pengelolaan alokasi dana desa ?

Informan : Di desa oeltua, dalam menggunakan dana desa kami 

mempunyai dokumen yang berisi kegiatan yang telah dilakukan sesuai 

dengan hasil di lapangan. Pemakaian dananya berapa, sisanya berapa, 

sisanya kami kembalikan. Selain itu dalam bentuk baliho yang ada di 

kantor desa, contohnya tahun ini pembangunannya di dusun IV, maka 

seluruh masyarakat dikumpulkan lalu diberikan arahan serta informasi 

mengenai apa yang dikerjakan tahun ini, seperti misalnya rabat jalan. Kita 

informasikan rabatnya berap meter, lebarnya, sekalian dananya sebesar 

apa, semuanya disampaikan. Jadi itu sudah kerja sama dengan BPD, 

seluruh perangkat desa dan masyarakat. Ada tokoh-tokoh masyarakat, 

tokoh agama, tokoh pemuda,  semuanya kita hadirkan



 

 

 

 

3. Peneliti : Kapan pemerintah desa memberikan laporan

pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat ?

Informan : Ada rapat evaluasi yang dilakukan pada akhir tahun. Pada saat 

rapat masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan 

masukkan kepada pemerintah desa. Informasi dana terkait pelaksanaan 

pembangunan yang dilakukan juga dilaporkan pada saat rapat oleh kepala 

desa. 



 

 

 

 

Hasil Wawancara Kepala Dusun II Desa Oeltuah

Informan : Noldy. Y. Nebe

Jabatan    : Kepala Dusun IV

Waktu     : 21 November 2020

1. Peneliti : Apakah pemerintah desa memberikan kesempatan warga desa 

untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ? 

kalau ada seperti apa ?

Informan : Perencanaan kita mulai dari tingkat dusun yaitu musdus, kalau 

musdus kita sebagai kepala dusun yang memimpin rapat, disaat itu usulan-

usulan yang diberikan oleh masyarakat akan dibawa ke kantor desa dalam 

bentuk musdes. Kalau sudah disaring semua usulannya, maka akan dicari 

rangking atau skala prioritasnya.

2. Peneliti : Bagaimana pemerintah desa meujudkan transparansi 

pengelolaan alokasi dana desa ?

Informan : Jika sudah masuk dalam usulan, kita langsung menetapkan 

alokasi dananya, seandainya jika ada proyek yang dilakukan di dusun 

dananya akan diinformaskan dalam bentuk baliho, selain itu semuanya 

sudah ada di RAB. Jadi sebeum kita kerja, akan dilakukan sosialisasi dan 

himbauan, artinya ada pertanyaan yang menyangkut dananya silahkan 

tanya secara keseluruhan dan kami tidak pernah membatasi.

3. Peneliti : Kapan pemerintah desa memberikan laporan 

pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat ?

Informan : Kalau laporannya itu pasangnya di baliho tetapi secara 

rinciannya itu dibulan Januari, karena di bulan Oktober dan November itu 

proyeknya belum selesai sehingga belum bisa dipertanggungjawabkan. 

Akan dipertanggungjawabkan ketka RKPMDes sudah selesai dan 

pertanggungjawaban ke Kabupaten sudah selesai, sudah fix di sana baru 



 

 

 

 

bulan Januari paling lambat masuk awal Februari sudah 

dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Tetapi masyarakatnya tidak 

keseluruhan, cuma ada perwakilan dari kepala dusun, RT, RW dan tokoh-

tokoh masyarakat yang biasanya aktif



 

 

 

 

LAMPIRAN 2

HASIL PEMBANGUNAN FISIK DI 

DESA OELTUAH KECAMATAN 

TAEBENU



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 3

DAFTAR HADIR 

MUSREMBANGDES



 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 4

SURAT IZIN PENELITIAN



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 5

LAPORAN REALISASI 

PELAKSANAAN APBDes
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